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2.1. Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan terus-menerus dan analisis laporanalatan-catatan sering
disebut sistem pengendalian intern. Sistem pengjandatern tersebut akan
berada dan mempengaruhi semua kegiatan perusalmameliputi metode-
metode dimana manajemen akan memberi delegasivaaganang dan memberi
tanggung jawab. Juga meliputi program guna pengedigpgemeriksaan dan
penyebaran kepada berbagai tingkat pengawasan lapasan-laporan dan
analisis-analisis dimana manajemen dapat mengadp&agendalian berbagai
jenis kegiatan.

Lebih lanjut menurut Bambang Hartadi (1992:2) fakierikut di bawah

ini dipandang sebagai alasan mengapa sistem pealganohtern diperlukan.

1) Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi blegmypleks dan
meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbwgam
laporan-laporan dan analisis-analisis. Untuk medgikan operasi
secara efektif.

2) Pengawasan dan penelaahan yang melihat pada stegendalian
intern yang baik mampu melindungi terhadap kelemahanusia dan
mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidak &em@san terjadi.

3) Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa sedaseluruhan

dengan keterbatasan uang jadag( tanpa mempercayai sistem
pengendalian intern.

2.1.1. Pengertian Sistem
Sebelum membahas pengertian sistem pengendalean ietrlebih dahulu

penulis akan mengemukakan perngertian sistem eageptian prosedur. Sistem



merupakan suatu perangkat dari bagian-bagian yaimg $erhubungan erat satu
sama lain. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenates, penulis akan
mengemukan pengertian sistem menurut Cushing yakgmdkakan oleh
Ruchyat Kosasih (1998:16)adalah sebagai berikitaldm pengertian yang luas
dan abstrak suatu sistem adalah suatu kesg@tundity) yang terdiri dari dua atau
lebih komponen atau sub sistem yang terjalin satuasain untuk mencapai suatu
tujuan”.
Gillespie mengartikan sistem yang dikutip oleh Ladjsin (1995:17)
sebagai berikut :
Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang bengaou dengan
prosedur-prosedur dan yang erat hubunganya satwa dam yang
dikembangkan menjadi satu skema untuk melaksans&bagian besar
aktivitas perusahaan.
Sedangkan prosedur diartikan sebagai berikut:
Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari peketganusahgClerical
operation) yang biasanya melibatkan beberapa petugas di daktm
bagianatau lebih yang diadakan untuk menjamin pal¥an yang
seragam dari transaksi-transaksi yang berulangyudalam perusahaan.
Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur di ataka disimpulkan
bahwa sistem merupakan kumpulan dari prosedur yaaghubungannya dan

secara bersama-sama memberikan suatu susunanejamglitintegritaskan guna

menyelenggarakan suatu tujuan pokok perusahaan.
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2.1.2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dapat dilihat dari deragertian yang berbeda
yaitu pengendalian intern dalam arti sempit dangpedalianintern dalam arti
luas.

Dalam pengertian sempit istilah pengendalin intdapat disamakan
dengan internal check, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Hartadi
(1999:2) berikut ini : “Internal check merupakanoggdur-prosedur mekanis
untuk memeriksa ketelitian data-data administrapegi misalnya mencocokkan
penjumlahan mendatandrizonta) dengan penjumlahan meluru(tikal).

Menurut Hadibroto dan Witarsa (1994:4) memberikangertian internal
check sebagai berikut :

Suatu teknik akuntansi untuk membuktikan kecermatata akuntansi

melalui perbandingan antara hasil kerja dua oraag &bih mengenai

suatu transaksi yang sama namun yang tidak salieghpengaruhi.

Karena mereka bekerja secara bgbaependentilari yang lainnya.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwarmsigtengendalian intern
dalam arti sempit merupakan suatu metode dan pmosethg digunakan oleh
bagian akuntansi untuk meminimalkaaolerical error, melindungi harta
perusahaan serhadap pencurian atau penyelewengameriksa pencatatan dan
mengutamakan ketelitian data administrasi melakribandingan antara hasil
kerja dua orang atau lebih mengenai suatu trangakgj sama tetapi saling tidak
mempengaruhi. Jadi tujuamternal checkadalah mencegah terjadinya kekeliruan

dalam bagian pencatatan yaitu dengan menggunakaromung atau beberapa

orang yang berbeda damdependenuntuk memperoleh hasil yang sama.
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Dalam arti yang luas menurut Bambang Hartadi (1®93nemberikan
definisi seperti berikut:

Sistem pengendalian intern dapat dipandang sels&jam sosia(social
sistem) yang mempuyai wawasan/makna khusus yang beradam dala
organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri Haijakan, teknik
prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-ordeggan berinteraksi satu
sama lain diarahkan untuk : (a) melindungi harnté;njenjamin terhadap
“terjadinya utang yang tidak layak”; (c) menjamietéitian dan dapat
dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolahoyperasi secara
efesien dan (e) menjamin ditaatinya kebijakan pdraan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa migtengendalian intern
lebih menitik beratkan pada organisasi suatu peagadan ketentuan-ketentuan
yang harus ditaati.

Sedangkan menurut lkatan Akuntansi Indonesia, @2#) pengertian
sistem pengendalian intern adalah sebagi berikut :

Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, ttsumetode dan

ketentuan yang terkoordinasi yang dianut suatu Saéaan untuk

melindungi harta miliknya, mencek kecermatan damnkelan data
akuntansi, meningkatkan efesiensi dan mendororaptiitya kebijakan
manajemen yang telah digariskan.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:172) meniglas bahwa
pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah siatu proses yang wljaia oleh dewan

komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesduk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golotugaan berikut ini :

» Keandalan pelaporan keuangan;

« Kapatuhan terhadap hokum dan peraturanyang berlaku;

» Efektivitas dan efesiensi operasi.

Dari definisi pengendalian tersebut di atas tertiapaerapa konsep dasar

berikut ini :



1)

2)

3)

4)
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Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pesgendchtern merupakan
suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukguan itu sendiri.
Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian kiamdayang bersifat
pervasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan,abukanya sebagai
tambahan, dari infrastruktur lembaga atau perusahaa

Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pendemdantern bukan hanya
terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, nandaijalankan oleh orang dari
setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewandassj manajemen dan
personel lain.

Pengendalian intern dapat diharpakan mampu menaberikeyakinan
memadai, bukan keyakinan mutla&bgolute) bagi manajemen dan dewan
komisaris entiatas. Keterbatasan yang melekat dakemua sistem
pengendalian intern dan pertimbangan manfaat damggpeanan dalam
pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pergendatern dapat
memberikan keyakinan mutlak.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujyang saling berkaitan:

dalam(overlapping)laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Amin Widjaja Tunggal (1995:2) menjelaskan tujuastesin pengendalian

intern yang efektif dapat digolongkan sebagai ek

1) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi
Manajemen harus memiliki data akuntasi yang dapatji d
ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan.

2) Untuk mengamankan harta kekayaan dan cataan peiniyal
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Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahagan ataupun
dirusak secara tidak disengaja.

3) Untuk menggalakan efisiensi usaha
Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksudk u
menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tigadlu,
mencegah pemborosan terhadap semua aspek usahasulerm
pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dagatigak

efisien.

4) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yarneglah
digariskan.
Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untukapantujuan
perusahaan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mulyadi (2003)1éenyatakan
bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalalgaebarikut :

1) Menjaga kekayaan organisasi;

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi;

3) Mendorong efisiensi;

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern yang dijalankan dalaatusperusahaan untuk

mencapai tujuan-tujuan di atas tidak mungkin dajlakukan secara ideal. Hal

ini dikarenakan adanya keterbatasan yang melekdaindoengendalian intern.

2.1.4. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern sangat penting dalancapaman tujuan
perusahaan. Untuk dapat menciptakan suatu sistelgepdalian intern yang
memadai diperlukan adanya unsur-unsur tertentu y@ergubungan langusng
dengan tujuan sistem pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2001:164), mengemukakan unsur-ummkok sistem

pengendalian intern adalah :
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1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jafaiysional
secara tegas.

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang mi&arber
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utasgggpatan dan
biaya.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dagsifsetiap unit
organisasi.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jauabn

Dari keempat unsur pengendalian intern yang dikexkaik di atas, perlu

penulis uraikan secara rinci setiap unsur pokoltesis pengendalian intern

tersebut dalam kaitannya dengan pengadaan dan lpkagepersedian barang,

sebagai berikut :

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jdwdsional secara tegas.

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang mi&arbgrerlindungan
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatabialzmn

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dagsifusetiap unit

organisasi.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jaabn

2.1.5. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern, terlepas bagaimana-pun baildg&ain maupun
pengoperasiannya, hanya dapat memberikan keyakim@&madai kepada
manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaiemtentitas. Kemungkinan
pencapaian tujuan entitas dipengaruhi oleh ketashat bawaan yang terdapat
dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kerayatgentang pertimbangan
manusia dapat salah, dan kerusakan pengendaliam idapat terjadi karena

kegagalan manusia seperti kesalahan yang sedeibisaaping itu,Pengendalian
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dapat tidak berdaya karena kolusi dua orang athaih l&karena manajemen
melanggar pengendalian intern.

Sedangkan menurut Horngren et.al. yang dialih mhadeh Maudy
Warouw (1997:349) mengemukakan batasan pengendiaien, sebagai berikut:

Kebanyakan ukuran pengendalian internal dapat dliat&istem

pengendalian internal yang telah dirancang untukemeikan kesalahan
yang telah dibuat oleh pegawai dapat dikacaukamdle orang atau lebih
pegawai yang berkolusi untuk menipu perusahaan.

Suatu - sistem pengendalian internal yang sangat letpdapat

menyulitkan. Efesiensi dan pengendalian terselmgktimembantu dan
malah menyusahkan. Makin rumit sistem tersebut,imiatnyak menyita
waktu dan uang. Para manager harus membuat penNaiag cukup

matang. Investasi dalam pengendalian internal hdinaksi dari sisi biaya
dan manfaat.

Lebih lanjut Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:5@).Imengemukan
sebagai berikut :

Terdapat keterbatasan bawaan yang harus disad#ai maktisi
mempertimbangkan efektivitas pengendalian interrapap. Dalam
penerapan banyak kebijakan dan prosedur pengendakadapat
kemungkinan kekeliruan potensial yang timbul dabab-sebab intruksi
yang salah dimengerti, salah dalam pertimbangara deecerobohan,
keingungan dan kelalaian priadi. Di samping ituijéke dan prosedur
yang efektivitasnya tergantung atas pemisahaan stugdapat
persekongkolar{collusion) Begitu pula ketidak beresan yang dilakukan
oleh manajemen tidak dapat dicegah atau didetekgjah kebijakan atau
prosedur tertentu, karena manajemen mungkin tidakngenal
pengendalian yang digunakan untuk mencegah karyal&enperbuatan
yang menyimpang atau karena manajemen dapat meagpmgkan
pengendalian tersebut.

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pesigen intern
menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:1723) sebagai berikut :
1) Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat sad@am
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atilam
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melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainyarmasi,
keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2) Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetaplgoatdterjadi
karena personel secara keliru memahami perintab atembuat
kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian kelelahan.

3) Kolusi
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuaabatpn disebut
dengan kolusfcollusion).

4) Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan keijakan atau prosgaiuy telah
ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah.

5) Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pendimdantern
tidak oleh meleihi manfaat yang diharapkan darigeenlalaian intern
tersebut.

Jadi jelaslah bahwa sistem pengendalian intern roey@p beberapa
keterbatasan yang melekat, terutama faktor manyssiaabagai pelaksana dari
sistem yang ada. Untuk mengatasinya Heckert yamkgtigi oleh Gunawan
(1993:133) mengemukakan sebagai berikut :

Oleh karena itu keandalan pada sistem harus diggmglengan pengeekan
secara periodik yang dilakaukan oleh auditor intefan akuntan
independen. Selain itu terdapat pula keterbatasarg ylahiriah yang
membuat perlunya diadakan pemeriksaan yaitu kets@a karena
kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan, salah ntiangemengenai
intruksi, atau suatu pengelakan oleh pimpinan sendienolakan oleh
pimpinan. Yang terakhir, perubahan staf, pengabaersedur, atau
kondisi-kondisi lain dalam perusahaan yang selakruliah-ubah.
Ancaman kondisi-kondisi yang berbeda-beda ini dalanatu masa
mendatang  menyebakan  perlunya  diadakan tinjauan g yan
berkesinambungan.

2.2. Efektivitas Pengendalian Transaksi Tabungan
Untuk membahas ruang lingkup pengertian efektivipgshgendalian
Tabungan ini, sebelumnya penulis akan membahasepeny efektivitas dan

hasilnya nampak pada pembahasaan dibawabh ini.
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2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu aspek penilaigmadap manajemen
dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu efegivnendapat pengertian
khusus dari manajemen, efektivitas itu sendiri bitglk dengan proses pencapaian
tujuan perusahaan yanh telah ditetapkan. Pengefigktivitas menurut Soewarno
Handayaningrat (1996:14) menyatakan sebagai berikUEfektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran ataanyjpng telah ditentukan”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995:70) menjelaskamwva pengertian
efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalahgkat sejauh mana tujuan
organisasi tercapai”.

Sedangkan menurut Kommarudin(1994:269) menjelaskbahwa
pengertian efektivitas sebagai berikut : “Efektgitadalah suatu keadaan yang
menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalanak@gi manajemen dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih @ghu

Sedangkan suatu pelayanan dapat dikatakan efekidila hasil dari suatu
sistem yang dipergunakan sesuai dengan targesttadar yang telah ditetapkan
perusahaan, hal ini sejalan dengan pendapat Frefokas yang dikutip oleh
Sugiono (2005:23) menjelaskan bahwa pengertiantieitels sebagai berikut :
“Effectiveness is concerned with the accomplishnoémixlicit or implicit goals’
Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat penaapajaan baik secara ekplisit
maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana ddpaksanakan dan seberapa

jauh tujuan tercapai.
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Oleh karena itu seringkali tingkat efektivitas diwksecara kuantitatif
dalam bentuk perbandingan. Berkaitan dengan eftdgipendapatan, pengukuran
yang dapat dilakukan dalam hal ini dengan cara maedibgkan antara anggaran
yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Kondektitdtas adalah pernyataan

secara menyeluruh sampai seberapa jauh suatu sagamencapai tujuan.

2.2.2. Pengertian Pengendalian Tabungan

pengertian pengendalian tabungan, menurut AICHAe ( American
Institut of Accounting(sekarangThe American Institut of Certified Public
Accountant secara sempit yaitu internal check. Lebih lanjatCPA,

mendefinisikan “...An Accounting device whereby a proof of the accuraic

figures can be obtained through the expedient eintadifferent person arrive

independenly at the same result”.

Definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut :

..... suatu cara akuntansi dimana pembuktian kelaenamgka-angka

dapat dilakukan dengan cara mencocokan hasil ldsjggan petugas-petugas

yang berbeda dan berdiri sendiri, tetapi pada aihirmemperoleh hasil yang

sama”. Dari pengertian ini, internal chek mempurtaa makna sebagai berikut :

1. Didapatkan bukti-bukti pencatatan yang akurat.

2. Bukti pencatatan tersebut dihasilkan dari dua oegtag lebih yang berlainan
dan bekerja secara independen.

Dalam arti yang luas pengertian efektivitas pengéad tabungan dapat

dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memipwayzasan/warna khusus
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yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, setesbut terdiri dari kebijakan
budgeting of fundperusahaan, teknik prosedur, alat-alat fisik dakucthentasi
dari berbagai pihak yang berinteraksi satu samanyai yang diarahkan untuk
melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya mmitayang tidak layak,
menjamin ketelitian dan dapat dipercayanya datantakisi, dapat diperolehnya

operasi secara efesien dan menjamin ditaatinygakaini perusahaan.

2.2.3. Tujuan Pengendalian Tabungan

Pengendalian tabungan adalah suatu kesatuan yaaf sakali
hubungannya di dalam suatu perusahaan terutanra daldan cara penyampaian
informasi yang diorganisir dan disajikan secarahledfesien dalam menunjang
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusaan

Pihak pertama yang paling berkepentingan dalam apsmctujuan dan
sistem pengendalian Tabungan adalah pimpinan gexasahal ini berhubungan
dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpalpkeala bawahannya.
Karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab pimf@hanuntuk
menyelenggarakan sistem pengendalian tabunganpyapgrsional.

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab dan mempkewajiban untuk
merencanakan dan menciptakan agar sistem pengamd&dbungan dapat
dilaksanakan dengan baik, karena tujuan dari adasigeem pengendalian
tabungan adalah dapat diperoleh hasil efektif dfsiea dari pengeluaran

tabungan perusahaan.
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Tujuan pengendalian tabungan yang pada pokoknyaatedan bahwa
terselenggaranya pengendalian tabungan yang memmeda tujuan perusahaan
akan tercapai secara efektif, juga tanggung jawkma manajemen dalam
memberikan laporan keuangan dan operasi perusategsmda direktur utama
untuk dapat melihat sampai sejauh mana efek daggrelalian tabungan yang

dapat dilihat dan pertumbuhan operasional perusahaa

2.2.4. Efektivitas Pengendalian Transaks Tabungan
Dalam mencapai suatu sistem pengendalian tabungag efektif

diperlukan kecakapan pimpinan perusahaan, teruthatean hal mengkoordinir
dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawald&gpara bawahannya
serta memilih orang-orang yang tepat dan jujur @edengan fungsi kedudukan
pekerjaannya.

Kedudukan pekerjaan yang diharapkan sistem penf@i@ndtabungan
dimaksudkan tidak ada seorangpun dalam kedudukadapat melaksanakan
pekerjaan dari tahap awal sampai dengan tahap jpékérjaannya dan bila terjadi
kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupuk tldpat segera diatasi,
sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang berlarut/fatal. Agar sistem
pengendalian tabungan dalam berjalan dengan lalatamemperoleh hasil yang
efektif perlu ditunjang oleh unsur-unsur pengeradatabungan.

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi éfekénurut Tjukria P.
Tawap (2005 : 241) bahwa :

“Pengendalian transaksi tabungan harus memenuhurwmsur yang

meliputi personil yang kompeten dan dapat dipercagmisahaan tugas
secara memadai, prosedur otoritas yang wajar, dektasi dan catatan
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yang cukup, kontrol fisik atas rekening tabungan datatan pemeriksaan
yang dilakukan oleh unit yang independen”.

Uraian tentang unsur-unsur pengendalian tabungiatala sebagai berikut :
1. Personil Yang Kompeten dan Dapat Dipercaya
Petugas yang menangani pembukuan tabungan sekkuweanignya telah
menguasai persyaratan, prosedur pembukuan, peageldransaksi dan
penutupan rekening tabungan dan produk jasa yari@itan dengan dana
serta memahami ketentuan-ketentuan baik intern womaugkstern yang
berlaku.
2. Pemisahan Tugas Secara Memadai
1) Harus ada pemisahan fungsi administrasi rekenimgngan dengan fungsi
penerima uang dan pembukuan. Dengan kata lain pgemburekening
tabungan baru hanya dapat dilakukan oleh petugaygman pelanggan
dan bukan teller atau petugas pembukuan.
2) Setiap setoran dan penarikan tunai harus dilakoielalui teller.
3. Prosedur Otorisasi yang Wajar
1) Harus ada sistem yang menjamin bahwa seluruh ksingdah dibukukan
dengan benar.
2) Rekening tabungan yang ditarik atas rekening yahdpaya tidak cukup
tidak dibayar.
3) Penarikan dengan surat kuasa harus dilampirkanad€mg§ nasabah yang
memberi kuasa.
4) Setiap penarikan di atas jumlah jumlah tertentw$atikomfirmasikan

kepada penarik.
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Seluruh komplain nasabah dan selisih rekonsiliagifidiserahkan kepada

petugas yang ditunjuk untuk penanganan komplaiabzds

. Dokumen dan Catatan yang Cukup

1)

2)

3)

Setiap setoran tunai harus dilampirkan denganssiipran dan teller yang
memproses harus membububhi teller stamp dan padafgig tersebut.

Penarikan tunai harus diperiksa keabsahannya elleh yang memproses.
Slip penarikan yang telah dibayarkan harus dibulielier stamp dan
validasi printer yang dapat menggambarkan tellagyaemproses, nomor

rekening yang didebet.

.. Kontrol Fisik atas Rekening Tabungan dan Catatan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dalam setiap penerimaan permohonan pembukaan negkebungan dari
calon nasabah wajib diperhatikan karakter atau taspudari yang
bersangkutan. Jika perlu mintakan referensi dasalbah atau dari salah
seorang karyawan bank.

Nasabah harus menandatangani perjanjian syarattsy@@mbukaan
rekening tabungan.

Setiap rekening harus dilengkapi dengan kartu spatitanda tangan.
Salinan rekening tabungan harus dikirimkan landsngasabah.

Petugas pengiriman harus independen dari petugabyb@an rekening,
pembukuan dan teller.

Harus ada usaha-usaha untuk memastikan bahwarsatik@ning sampai

ke nasabah.
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7) Harus ada pengelompokan khusus untuk rekening tadkiik rekening
diblokir dan setiap transaksi melalui rekeningharus disetu;ji leh pejabat
berwenang.

8) Untuk tabungan yang menggunakan buku, administedaian
penggunaan buku tabungan serta stoknya harus decgjan fisiknya.

6. Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Unit yang Independe

1) Unit pengendalian intern harus melakukan pemeriksaehadap mutasi
rekening tabungan secara harian.

2) Total saldo rekening tabungan harus dicocokan denggldo buku

besarnya.

2.3. Pemeriksaan Intern
2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Intern

Fungsi pemeriksaan intern memiliki sifatnanagement orientédialam
perusahaan didalam meningkatkan kepentingan pexrasakearah pencapaian
tujuan.

SementaraThe Institute of Internal Auditor (IlIAjelah mengeluarkan
pernyataan tentang tanggung jawab auditor intemg yiterjemaahkan oleh Amin
Wijaya Tunggal (2005 : 56), sebagai berikut :

“Pemeriksaan intern adalah aktivitas penilaian rsecadependen dalam
suatu organisasi untuk meninjau secara kritis Kada pembukuan
keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk srémh bantuan yang
bersifat proteksi dan konstruktif bagi pimpinanysathaan. Pemeriksaan
itu adalah suatu jenis pemeriksaan yang berfurgysgah jalan mengukur
dan menilai efektivitas jenis pengendaliannya. Réss@an Intern itu tidak

hanya menyangkut masalah akuntansi dan keuangartetk@i dapat pula
meliputi persoalan yang bersifat operasi”.
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Pendapat lain dikemukakan oleh Teguh Pudjo Mulj@@®®4 : 3) bahwa :

“Pemeriksaan intern dapat diartikan sebagai suadiakan penilaian yang
objektif dan independen untuk mengkaji semua kagiatibidang
keuangan, administrasi, kegiatan operasional kepatusan yang diambil
sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak mamdjem

Berdasarkan pengertian dan definisi, maka dapampliskan bahwa

pemeriksaan intern adalah

1.

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dangsvaluasi seluruh
aktivitas perusahaan dan pelayanannya meliputitdelorganisasi.

Suatu fungsi penilaian yang independen, baik teghafdingsi operasional
maupun akuntansi, dimana kegiatan untuk menemuidaa tlan melakukan
penilaian tidak memihak.

Suatu fungsi untuk mengukur dan mengevaluasi képéek pengendalian-
pengendalian lainnya.

Suatu fungsi yang mendapat pendelegasian dari etaeaj

Suatu fungsi staf yang melayani manajemen danriggtang jawab terhadap
manajemen.

Dengan demikian pembentukan pemeriksaan interrasaiggeriukan oleh

manajemen, sebagai unsur penilaian dari segalavitakti organisasi yang

diharapkan akan memberikan laporan lebih dini meag&emungkinan yang

ditimbulkan dari segala aktivitas yang menyebabkidak efesien dan tidak

efektif.
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2.3.2. Kriteria Pemeriksaan Intern yang Memadai

Dari penjelasan-penjelasan mengenai pemeriksaagrningang telah
dijelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimphb&wa pemeriksaan intern
dikatakan memadai jika memenuhi beberapa kritebaveah ini.

1. Kedudukan internal auditor harus ditempatkan sekiamirupa, sehingga
dapat menjamin sikap independensi terhadap funigsgjsi atau departemen-
departemen lain menjadi objek pemeriksaannya.

2. Auditor internal dalam melakukan tugasnya harus dapat dukungan dari
pimpinan perusahaan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor, makeaintern dilimpahi
wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan tertipggisahaan.

4. Auditor intern harus bertanggung jawab kepada pejghng kedudukannya
lebih tinggi dalam organisasi perusahaan dan bad&n pejabat tersebut
bukan merupakan objek pemeriksaannya.

5. Sebelum melakukan pemeriksaan, auditor intern hrammbuat program yang
disusun dengan baik, serta dilaksanakan dalam Eraar supaya dapat
membantu auditor intern dalam mencapai tujuan.

6. Auditor intern harus mengetahui prosedur-prosedaterm perusahaan
terutama tentang kebijakan atas pengendalian mgarnserta memiliki
kemampuan dan keterampilan teknis-teknis yang deé&km bidangnya.

7. Adanya laporan yang bermanfaat bagi manajemen wrdpkt dapat dipakai

sebagai dasar pengambilan keputusan.
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2.3.3. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan Intern

Fungsi audit intern hanya terdapat dalam perusalaag relatif besar.
Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membedrdankak departemen,
bagian, seksi atu satuan organisasi yang lain dandelegasikan sebagian
wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasebmt. Pendelegasian
wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilaly yaendorong perlu dibentuk
fungsi audit intern. Tugas fungsi audit intern atlamenyelidiki dan menilai
pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fupgdagai unit organisasi.
Dengan demikian fungsi audit intern merupakan denpengendalian yang
fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai eféksv unsur-unsur
pengendalian intern yang ada.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan intern perlu kogdan kegiatan-
kegiatan sebagai mana diungkapkan oleh Mulyadi &aka P (2006 : 54) yaitu :

1. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kabijaknajemen
puncak dipatuhi.

2. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan

dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segadaam kerugian.
3. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan blatbagai bagian
dalam perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegia¢ansahaan.
Kemudian Hiro Tugiman (2005 :99-100) menerangkamwaa ruang
lingkup pemeriksaan intern ini tidak jauh berbedaghn aktivitas yang dilakukan
dalam pencapaian tujuan itu sendiri, yaitu metisafektipan pengendalian intern
serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan kpafekpengendalian intern

yang memiliki organisasi, serta kualitas pelaksan&@nggung jawab yang

diberikan. Pemeriksaan intern harus memenuhi umssut sebagai berikut :
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. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritasformasi financial dan
operasional serta cara yang dipergunakan untuk ichemgfikasi, mengukur,
mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.

. Mereview barbagai sistem yang telah ditetapkan kuntaemastikan
kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, eemmasedur, hukum dan
peraturan yang berakibat penting terhadap kegiatganisasi, serta harus
menentukan apakah organisasi telah menapai keamsukngan hal-hal
tersebut.

. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuknaefigi harta dan bila
dipandang perlu memverifikasi keberadaan hartaaharsebut.

. Menilai keekonomisan dan keefesienan penggunaabdadmes sumber daya.

. Mereview berbagai operasi atau program untuk miesmdakah hasilnya akan
konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telatapktn dan apakah
kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesiengan yang

direncanakan.

2.3.4. Fungs dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern

Bagian pemeriksaan intern didalam organisasi hditetapkan dengan

jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab mekebibksanaan pimpinan.

Wewenang yang diberikan pada bagian pemeriksaam hmemungkinkannya

bergerak leluasa dalam melakukan penilaian terhpdagedur-prosedur keuangn

dan operasi, memeriksa catatan akuntansi keuangamlai pengendalian intern
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serta memberikan rekomendasi dan melaporkan hasillHpemeriksaannya pada
pimpinan.

Tanggung jawab pemeriksaan intern menurut Barry sigs yang
diterjemahkan oleh Ruhyat Kosasih (2003 : 41) maamgkan sebagai berikut :

1. Penilaian yang independen atas pelaksanaan berbtggkat
manajemen yang berkenaan dengan efesiensi dan ulimg
kebijakan perusahaan.

2. Pemeriksaan dan rekomendasi yang kontinyu mengsmem
pengecekan dan tindakan-tindakan atau pengamafrean deganisasi.

3. Penetapan secara berkala atau periodik keandalarcatpgan-
pencatatan keuangan dan efektivitas metode-meteagofahan.

4. Pelaksanaan berbagai fungsi kontrol tertentu yaagishdilakukan
secara independen dari unit-unit operasi lainnya.

Penetapan diatas nampak bahwa bagian audit inter@alpakan bagian
integral dari organisasi dan berfungsi dengan kkbgnaan yang telah ditetapkan
oleh manajemen senior dan atau dewan. Hal ini sedadgan pendapat Hiro
Tugiman (2005 : 100) menerangkan bahwa :

“Tujuan, wewenang dan tanggung jawab bagian audgrnal harus

dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, migadalam anggaran

dasar organisasi. Pimpinan audit internal harusrtkén. Pimpinan audit
internal harus mendapat persetujuan dari manajersenior dan
sehubungan dengan anggaran tersebut. Anggarantgasarmenjelaskan
tentang tujuan bagian audit internal,menegaskayklip pekerjaan yang

tidak dibatasi dan menyatakan bahwa bagian auitrial tidak memiliki
kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatanmangka periksa”.

Pendapat diatas memberikan sinyal bahwa bidang niesaan internal
(internal auditing dilaksanakan di dalam berbagai lingkungan yanpdua dan
organisasi yang tujuan, ukuran dan strukturnyadreagi, selain itu terdapat pula
perbedaan antara ketentuan dan kebiasaan di berbagmisasi. Karena itu,
pebedaan ini dapat dipengaruhi pelaksanaan audinal pada masing-masing

lingkungan atau organisasi.
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Penerapan kodifikasi atau standar ini karenanyan akpengaruhi oleh
lingkungan tempat bagian audit internal melaksamakanggung jawabnya.
Kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakhrko#difikasi ini sangatlah
penting apabila para pemeriksa internal ingin marhenanggung jawabnya.
Sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para amdgouslah menggunakan
cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. Stamdperlu disahkan oleh

organisasi profesi, yaitu Perhimpunan Auditor Inea (PAII).

2.3.5. Indenpendens Pemeriksaan Intern

Sebagaimana pengertian pemeriksaan intern yangerterc dari
definisinya, yaitu sebagai fungsi penilaian atasse aktivitas organisasi, maka
sifat independen dari pemeriksaan adalah sangdingeterbatas dari aktivitas
yang diperiksanya. Hal ini dicapai bila pemeriksaatern diberi status atau
kedudukan yang diisyaratkan dalam organisasi damilketingkat objektivitas
yang diperlukan.

Selain hasil temuanfifding) yang dikemukakan dalam rekomendasi
haruslah  mendapat dukungan dari pimpinan. Sedanghdependen dalam
objektivitas berarti bagian dari pemeriksaan tithakeh terlibat dalam aktivitas
organisasi, seperti penyusunan prosedur, penyiaaaatan dan keterlibatan
lainnya dalam objek pemeriksaan. Independensi ménMulyadi & Kanaka
(2006 : 48) berarti adanya kejujuran dalam diriiemrdlalam mempertimbangkan
fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tid&hknthak dalam biro auditor

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
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Independensi dalam arti cara pandang tidak memidakdalam
pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaampényusunan laporan audit.
Bukan hanya pandangan akuntan publik yang indemengiang perlu
dipertahankan dalam memenuhi tanggung jawabnyaumgranting juga bahwa
pihak-pihak yang memakai laporan keuangan harusarakn kepercayaan

terhadap independensi tersebut.

2.3.6. Kemampuan Profesional

Kemampuan professional merupakan tanggung jawalhrbagdit internal
dan setiap audit auditor internal. Pimpinan auditemnal dalam setiap
pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yaograséersama atau
keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan davagar disiplin iimu yang
diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan segaaadan pantas.

Menurut Hiro Tugiman (2005 : 29 - 31) menerangkahviza kemampuan
professional audit internal sebagai berikut :
Kesesuaian dengan standar profesi
Pengetahuan dan kecakapan
Hubungan manusia dan komunikasi

Pendidikan berkelanjutan
Ketelitian professional

ok W

2.3.7. Program Pemeriksaan Intern

Sebelum audit dimulai, agar dapat dilakukan sesatamatis dan terarah
maka terlebih dahulu disusun suatu program auddgr@m audit merupakan
rencana yang terperinci atau kerangka pekerjaanit ay@ng meliputi

pengalokasian waktu setiap prosedur atau orang yaeigkukan audit dan juga
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sebagai alat perencanaan serta pengawasan yanif efek pekerjaan audit
tersebut.
Audit program berisi seperangkat prosedur anaditési langkah-langkah
pengumpulan bukti-bukti audit. Tujuan langkah-laaigkni adalah untuk :
1. Pengumpulan bukti-bukti.
2. Penilaian keukupan dan efektivitas pengendalian.
3. Penilaian efisiensi, ekonomis dan efektivitas &agiatan yang direview.
Suatu persiapan program audit internal meliputin@disebagai berikut :
1. Persiapan audit.
2. Survei pendahuluan.
3. Audit terhadap sistem informasi dan analisis kenexjdit
4. Audit terhadap operasi.
5. Petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan lapardi. a
6. Prosedumwrap-up(tindak lanjut).
Dengan adanya program audit sebagai alat perenateampengawasan

akan membantu pemeriksaan menjadi lebih efektif.

2.3.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern _harus melaksanakan tugas peaankdan harus
disetujui dan ditinjau réview) oleh pengawas kegiatan pemeriksaannya yang
meliputi perencanaan pemeriksaan (Survei, Programpgngujian dan
pengevaluasian informasi, penyampaian hasil peseaik dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.



32

Menurut Hiro (1997 : 53 - 63) pelaksanaan kegiaemeriksaan
diuraikan sebagai berikut :
1. Perencanaan Pemeriksaan.
Perencanaan tersebut harus didokumentasikan das inafiputi :
(1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
(2) Memperoleh informasi dasambégckground information tentang
kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa:
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi.
Audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa,

menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran nrdEsr untuk
mendukung hasil pemeriksaan.

2.3.9. Laporan Hasil Pemeriksaan Intern

Tahap akhir dari suatu pemeriksaan intern adalalmbuat laporan
pemeriksaan, yang didasarkan dari temuan-temuarg y@iperoleh dalam
menjalankan tugasnya. Laporan pemeriksaan merugakafang sangat penting,
karena dalam laporan ini pemeriksaan intern merkangseluruh hasil
pekerjaannya, yaitu hasil pengujian dan hasil pé&ml informasi yang didapat
dalam pemeriksaannya.

Penerbitan laporan hasil pemeriksaan intern meaupakatu langkah
penting dalam aktivitas pemeriksaan intern. Bendasahal tersebut manajemen
dapat mengukur aktivitas dan perkembangan perusateaatama berbagai bahan
pengukur aktivitas pengendalian intern yang diteaap

Hasil yang dilakukan bagian audit intern dilapork&epada pihak
manajemen perusahaan secara berkala sesuai demdjaryang dilakukannya.
Laporan hasil audit harus jelas, singkat, ringkas thudah dipahami pembaca.

Laporan ini juga harus menyatakan fakta berdasdsk&t-bukti yang kuat, tepat
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waktu sesuai dengan situasinya serta dirancangadelngik untuk mengundang

daya tarik penerima laporan.

Laporan hasil audit harus mencerminkan kompeteasi professional
audit intern. Kekuatan laporan tidak hanya dipeunigaroleh temuan dan
rekomendasinya tetapi kualitas komunikasinya segejtlasan, nada dan gaya.
Dalam penyampaian laporan audit harus dipenuhasyggarat sebagai berikut :
1) Membuata temuan dan kesimpulan audit secara objdkfi saran harus

bersifat konstruktif.

2) Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyengrudaai pada Kritik.

3) Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masala belum dapat
diselesaikan sampai berakhirnya audit.

4) Mengemukakan suatu prestasi atu suatu tindakanaigarb yang telah
diterapkan diunit kerja lain dan menjelaskan mengérasil audit kepada
pejabat objek yang diaudit.

Disampaikan syarat diatas terdapat juga syarat gamgikan oleh Hiro
Tugiman (2005 : 20) menerangkan bahwa agar lapoaan audit sesuai dengan
standar yang ditentukan maka harus memenuhi sygasat yaitu :

1. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah Idddkan setelah
pengujian terhadap audit selesai dilakukan. Lapsementara dapat
dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkaaraeformal dan
informal.

2. Pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendik&n berbagai
kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan maeajg@ng tepat,
sebelum mengeluarkan laporan audit.

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkanskwktif dan tepat
waktu.

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud,ulngian hasil

dari pelaksanaan audit dan bila dipandang perpgréa harus pula
berisikan pernyataan tentang pendapat dari penaeriks
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5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekdasenbagi
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pergakerhadap
kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan aindakektif.

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berlkagampulan atau
rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporareplesaan.

7. Pimpinan internal audit atau staff yang ditunjulayds mereview dan
kemudian menyetujui laporan audit akhir, sebelupoidan tersebut
dikeluarkan dan harus menentukan kepada siapaalapersebut akan
disampaikan.

2.3.10. Tindak Lanjut Hasll Pemeriksaan Intern

Hiro Tugiman (2005 : 75) menerangkan sebagai beriku
“Tindak lanjut follow up) oleh pemeriksa internal diartikan sebagai suatu
proses untuk menentukan kecukupan, keefektifarkesapatan waktu dari
berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemehati&p berbagai
temuan pemeriksaan yang dilaporkan ...”
Kemudian Hiro Tugiman (2005 : 76) menerangkan palawa :
“Dalam menentukan luas dari tindak lanjut pemerikagern harus
mempertimbangkan faktor pentingnya temuan yangpdilkan, tingkat
dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memgerkandisi yang
dilaporkan, resiko yang mungkin terjasi bila tindakkorektif yang
dilakukan gagal, tingkat kesulitan dari pelaksantatakan korektif dan
jangka waktu yang dibutuhkan”.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pimpinan pesaarnk intern
bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatasaknanjut sebagai bagian
dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. P&ajad tindak lanjut harus
didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkaitjaga tingkat kesulitan dan
perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif.

Sedangkan dalam menetapkan berbagai prosedur daldak lanjut,
pimpinan pemeriksaan intern harus berdasarkan Ipadaal sebagai berikut :

1) Suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemtrk memberikan

tanggapan.
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3)
4)

5)
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Mengevaluasi tanggapan manajemen.

Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajébienperlu)
Pemeriksaan terhadap tindak lanjut (bila perlu)

Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yaugisgentang tindakan
tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko akitdak dilakukannya
tindakan korektif.

Pemeriksaan internal harus memastikan apakah sinatakan korektif

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yaliftarapkan, ataukah

manajemen senior atau dewan telah menerima rekikataindak dilakukannya

korektif atas temuan yang dilaporkan.

1.

Tindak lanjut oleh auditor intern, didefinisikanbsgai suatu proses untuk
menentuk kecukupan, keefektifan dan ketepatanksaliagai tindakan yang
dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temudihyang dilaporkan.
Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hadigefinisikan dalam
ketentuan yang memeuat tentang tujuan, kewenangantahggung jawab
bagian internal audit.

Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan taxdging perlu untuk
dilakukan sebagai tanggapan temuan-temuan audjtdisaporkan.

Sifat, ketepatan waktu dan luas dari tindak laditgntukan oleh pimpinan
internal audit.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalamentekan berbagai
prosedur tindak lanjut yang tepat adalah

(1) Pentingnya temuan yang dilaporkan.
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11.
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(2) Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutrhkan unteknperbaiki kondisi
yang dilaporkan.

(3) Resiko yang mungkin terjadi bila tindakan korelgahg dilakukan gagal.

(4) Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindak korektif.

(5) Jangka waktu yang dibutuhkan.

Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkimgaga penting dan

memerlukan tindakan segera dari manajemen.

Terdapat pula berbagai keadaan dimana pimpinamnaiteaudit menilai

bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen tetaikup, bila

dibandingkan dengan pentingnya temuan audit.

Auditor intern memastikan bahwa tindakan-tindakamgy telah dilakukan

terhadap temuan audit memperbaiki berbagai kongleslg mendasari

dilakukannya tindakan tersebut.

Pimpinan unit audit intern bertanggung jawab umhémbuat jadwal kegiatan

tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jaghekérjaan audit.

Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan padi&oretan kerugian yang

terkait dan juga tingkatan kesulitan dan perlunggepatan waktu dalam

penerapan tindakan korektif.

Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesatindak lanjut secara

efektif, meliputi :

1) Pengiriman laporan tentang temuan audit kepad&atnganajemen yang

tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakdakikorektif.
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2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajéeneadap temuan
audit selama pelaksanaan audit dilakukan.

3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari meaesje secara
periodik.

4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbaganisgsi yang lain
yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenaiagarthal yang
berhubungan dengan proses tindak lanjut.

5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang stati tanggapan

terhadap berbagai temuan audit.

2.3.11. Norma Praktek Profesional Audit I nternal

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 16 — 19), menyatakamnmea praktek

profesional audit internal yaitu :

A —

Independensi

Kemampuan profesional

Lingkup pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
Manajemen bagian audit internal

Pendapat diatas diuraikan sebagai berikut :

1.

Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari laégn yang diperiksanya.

1) Status organisasi
Status organisasi dari unit audit internal (bagmemeriksaan internal)
haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhindamyelesaikan

tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya
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2) Ojektivitas
Para pemeriksa intern@hternal auditor)haruslah melaksanakan tugasnya
secara ojektif
2. Kemampuan profesional
Audit internal harus menerminkan keahlian dan kedel profesional.
1) Bagian unit audit internal
» Personalia
Unit audit internal haruslah memberikan jaminanhkea teknis dan
latar belakang pendidikan para pemeriksa yang ditagaskan.
» Pengetahuan dan kecakapan
Unit audit internal haruslah memiliki atau mend&pat pengetahuan,
kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkuntuk
menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang deoerik
* Pengawasan
Unit audit internal haruslah memerikan kepastianwza pelaksanaan
pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimananyasti
2) Bagian auditor internal
» Kesesuaian dengan standar profesi
Pemeriksa internalinternal auditor) haruslah mematuhi standar
profesional dalam melakukan pemeriksaan.

* Pengetahuan dan kecakapan
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Para pemeriksa internal haruslah memiliki atau rapatkan
pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang pgntilalam
pelaksanaan pemeriksaan.

Hubungan antar manusia dan komunikasi

Para pemeriksa internal harus memiliki kemampuankumenghadapi
orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

Pendidikan berkelanjutan

Para pemeriksa internal harus mengembangkan kenaamnpknisnya
melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Ketelitian profesional

Dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa intdraeusliah

bertindak dengan ketelitian profesional yang sepgéu

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus melipatujian dan evaluasi

terhadap kecukupan serta efektivitas sistem perdjand internal yang

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tamggawab yang diberikan.

1) Keandalan informasi

2)

Pemeriksa internal haruslah. memeriksa keandalahal(igas dan
integritas) inormasi keuangan dan pelaksanaan jpekedan cara — cara
yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukugngklasifikasi
dan melaporkan suatu informasi tersebut.

Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedypetaturan perundang

— undangan
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Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yalaf titetapkan untuk
meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuaiadekgbijaksanaan,
rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang meénakibat penting
terhadap pekerjaan — pekerjaan atau operasi —pkrporan — laporan
serta harus menentukan apakah organisasi telah muéméal — hal
tersebut.

3) Perlindungan terhadap harta
Pemeriksa internal haruslah memeriksa alat ataa yamg dipergunakan
untuk melindungi harta atau aktvitas dan bila ddzay perlu,
memverifikasi keberadaan beragai harta organisasi.

4) Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien
Pemeriksa internal harus menilai keekonomisan @issiemsi penggunaan
sumber daya yang ada.

5) Pencapaian tujuan
Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, agperatau program
untuk menentukan apakah hasil — hasil yang dicegmiai dengan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dan apakah suatu geekegperasi atau

program telah dijalankan secara tepat dan sesngadeencana.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
1) Perencanaan pemeriksaan
Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiaprpesaan.

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi
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Pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganaitisenginterpretasi
dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukumasil

pemeriksaan.

Penyampaian hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil — hasthgriksaan yang
diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus terus meninjau atau midakdollow up

memastikan bahwa terhadap temuan - temuan pensriksang

dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat

. Manajemen bagain audit internal

Pimpinan audit internal harus mengelola bagiantantdirnal secara tepat.

1)

2)

3)

4)

Tujuan, wewenang dan tanggung jawab

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataajuan, kewenangan
dan tanggung jawab bagi bagian audit internal

Perencanaan

Pimpinan audit internal harus menetapkan rencarg pealaksanaan
tanggung jawab bagian audit internal.

Kebijaksanaan dan prosedur

Pimpinan audit internal harus membuat beragai &kbgnaan dan
prosedur seara tertulus yang akan dipergunakamgaebadoman oleh staf
pemeriksa.

Manajemen personel
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Pimpinan audit internal harus menetapkan progratakumenyeleksi dan
mengembangkan sumber daya manusia pada bagianrdedial

5) Auditor eksternal
Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikanhasa usaha atau
kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.

6) Pengendalian mutu
Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mebgegkan
pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mealgsi berbagai

kegiatan bagaian audit internal.

24. Hubungan Pemeriksaan Intern dengan Efektivitas Pengendalian
Transaks Tabungan

Dalam pencapaian suatu sistem pengendalian trantdkshgan yang
baik, perusahaan harus memperhatikan kecakapanpoapinan perusahaan.,
terutama dalam hal mengkoordinir dan mendelegasikamenang dan tanggung
jawab kepada para bawahannya serta memilih orammgnrg yang tepat dan jujur
dengan fungsi kedudukan pekerjaannya.

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab dan memplkey@ajiban
untuk merencanakan dan menciptakan agar sistenepeéalian tabungan dapat
dilaksanakan dengan baik, karena tujuan dari adasigeem pengendalian
tabungan adalah dapat diperoleh hasil efektif dfsiea dari pengeluaran

tabungan perusahaan.
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Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi éfekéinurut Tjukria P.
Tawap (2005 : 241) bahwa :

“Pengendalian transaksi tabungan harus memenusurwmsur yang

meliputi personil yang kompeten dan dapat dipercagmisahaan tugas

secara memadai, prosedur otoritas yang wajar, dektasi dan catatan
yang cukup, kontrol fisik atas rekening tabungan datatan pemeriksaan
yang dilakukan oleh unit yang independen”.

Mengamati pendapat diatas memberikan kejelasawaagiemeriksaan
intern mempunyai hubungan dengan efektivitas peshem transaksi tabungan,
dengan diterapkannya pemeriksaan yang dilakukan otet yang independen
terhadap pengendalian transaksi tabungan di hamagkpat memberikan dampak

dan kontribusi positif yang bersifat protektif deontruktif dalam mengamankan

harta bank sebagai perusahaan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Agus Maulana (2003:14) menerangkan bahwa : “Eféksvdiartikan
sebagai kemampuan suatu hasil untuk mencapai typrandiinginkan”.

Dalam arti yang luas pengertian efektivitas pengéad tebungan dapat
dipandang sebagai suatu sistem sosial yang memipwaygasan/warna khusus
yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, setesbut terdiri dari kebijakan
budgeting of fundperusahaan, teknik prosedur, alat-alat fisik dakuthentasi
dari berbagai pihak yang berinteraksi satu samayai yang diarahkan untuk
melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya tgitayang tidak layak,
menjamin ketelitian dan dapat dipercayanya datantaksi, dapat diperolehnya

operasi secara efesien dan menjamin ditaatinygakaln perusahaan.
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Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi éfekénurut Tjukria P.

Tawap (2005:241) bahwa :

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi éfektius memenuhi
unsur-unsur yaitu personil yang kompeten dan ddipatcaya, pemisahan
tugas secara memadai, prosedur otorisasi yang ,wdgaumentasi dan
catatan yang cukup, control fisik atas rekeningutgan dengan catatan
dan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang iadéen.

Salah satu dari harta atau kekayaan perusahaabuée@dalah komponen

tabungan alau alat likuid. Tabungan ini sifatnyadatuuntuk diselewengkan dan

oleh karena itu perlu ada parameter yang dapatdika ukuran dalam

mengevaluasi arus tabungan melalui pemerikasaamnirientang sejauhmana

pengendalian tabungan itu efektif dengan ketenyany ditetapkan perusahaan,

hal ini perlu adanya seorang auditor internal umigfakukan pemeriksaan secara

objek, independen, serta memiliki integritas yamgdi. Kondisi ini sejalan

dengan pendapat Ruchyat Kosasih (2003 : 167) makegmtbahwa fungsi dari

pemeriksaan intern adalah :

1.

Menentukan baik / tidaknyaaternal control dengan memperhatikan
pemisahan fungsi dan apakah prinsip akuntansi Hmarear telah
dilaksanakan.

Pertanggungjawaban dalam menentukan apakah petatsaya sesuai
dengan poliy dan prosedur yang telah ditetapkanpaammenilai
apakah hal-hal tersebut perlu di perbaiki atawktida

Memverifikasi keadaan dan keuntuhan hartass€l termasuk
mencegah dan menemukan penyelewengan.

Memverifikasi ‘dan menilai tingkat kepercayaan teddm sistem
akuntansi Accounting sistejrdan PelaporarReporting.

Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinyzalla manajemen
disertai rekomendasi perbaikannya.

Pemeriksaan intern merupakan tugas utama, yang epdalipnnya

dilakukan perusahaan, yaitu untuk menjamin efesidaa efektivitas operasi

perusahaan dengan didasarkan pada unsur objektidda independensi atas
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kajian dibidang keuangan. Begitu juga dalam pengafo dan penanganan
pengendalian tabungan, untuk dapat menjamin eftdditabungan yang telah
ditargetkan perusahaan. Pertama pemeriksaan imeéersama dengan makna
pengertian pemeriksaan intern yang dikemukakan dleguh Pudjo Muljono
(2004:4) bahwa :

Pemeriksaan intern dapat diartikan sebagai suaiate® penilaian yang
objektif dan independen untuk mengkaji semua kagiatibidang
keuangan, administrasi, kegiatan operasional kepatusan yang diambil
sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak mamajem

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006 : 11) bahwRrRenfteriksaan
internal adalah suatu fungsi penilaian yang inddpa dalam suatu organisasi
untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organysasy dilaksanakan”.

Definisi pemeriksaan intern diatas, memberikani &@ahwa fungsi
pemeriksaan intern bila dihubungkan dengan evahldsiitas adalah melakukan
pengecekan secara periodik dan berkala atas catepemti yang diuraikan oleh
Willson dan Campbell dan dikutif oleh Tjintjin FeniTjendera (2003:722)
menerangkan bahwa :

Fungsi pemeriksaan intern dalam kaitannya dengalu@asi Pengendalian

intern  ditujukan untuk menetapkan kebenaran catdatan,

mengevaluasi pengendalian intern dan mengecek unelihat adanya
ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk menjalankan fungsi pemeriksaan intern dengaik, seorang
auditor seperti dalam hal independensi memilikinkea beserta terarah dalam
pelaksanaan tugas internal dengan baik.

Uraian diatas senada dengan pendapat ahli Hirameung (2005:13)
menerangkan bahwa :

Standar profesi meliputi :

Independensi atau kemandirian unit audit internahgy membuatnya
terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dhbjektivitas para
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pemeriksa internairfternal auditod, keahlian dan penggunaan kemahiran

professional secara cermat dan seksama para auwligvnal, lingkup

pekerjaan audit internal, palaksanaan tugas anigitnal dan manajemen
unit audit internal.

Lingkup standar profesi auditor internal diatas, njadi acuan agar
efektivitas pengendalian transaksi tabungan memng@dimum. Norma praktek
profesional audit internal di uraikan sebagai hrik
1. Independensi
2. Kemampuan profesional
3. Lingkup pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Adapun kajian penelitian terdahulu yang penuliofadr dari skripsi yang
berjudul Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektrotak @ktivitas Pengendalian
Tabungan (Studi kasus pada PT. Bank Central Asik Cabang Pembantu
Cimahi) disusun oleh Martinus Putra Dinata, widyzas2007.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahsteansipengolahan
data elektronik yang dilakukan oleh Bank BCA begdsin dalam aktivitas
pengendalian tabungan. Hal ini terlihat dari adamysur sistem pengolahan data
elektronik yang memadai, tercapainya tujuan sispemgolahan data elektronik
dan terdapatnya komponen aktivitas pengendaliamgan.

Menurut uraian diatas penulis menduga bahwa pessaik intern
mempunyai hubungan dengan efektivitas pengend#igansaksi tabungan yang

merupakan komponen harta perusahaan yang perlyadijan diawasi, sehingga

dengan pemeriksaan yang dilakukan secara obj@kiiépenden, kompeten serta
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adanya integritas yang baik dari seorang auditanakemberikan dampak dan
atau kontribusi positif terhadap efektivitas perdgian tabungan yang ditetapkan
perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis meralgn paradigma
sederhana, karena penelitian ini terdiri atas satiabel independen dan satu

variabel dependen.

Gambar 2.1.

Paradigma Penelitian

Keterangan :
X : Pemeriksaan Intern
Y : Pengendalian transaksi tabungan

— : Adanya Hubungan

2.6. Hipotesis Penelitian
Menurut Muhamad Nazir (2003:151) hipotesis adalemyataan yang
diterima secara sementara sebagai suatu kebersdragasmana adanya, pada saat
fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja samtbupa dalam verifikasi.
Hipotesis harus diuji dan dievaluasikan, hipotdsisebut harus dicari
kecocokannya dengan fakta ataupun dengan logikar&&eseluruhan hipotesis
adalah kebenaran yang masih berada dibawah (behton benar) dan baru dapat

diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang ted@malisis dengan
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menggunakan bukti yang sesuai. Untuk penelitiarg yaelibatkan dua variabel
atau lebih, hipotesis merupakan dugaan tentangnkete mengenai hubungan
dua variabel atau lebih.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajbkaotesis sebagai
berikut : “Pemeriksaan intern mempunyai hubungamgyagositif tehadap

efektivitas pengendalian tansaksi tabungan pada BMidhotillah - Sumedarig



